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ABSTRAK 

 

 Judul Penelitian “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi  

Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo”. Oleh Nirwan Junus dan Fenty Puluhulawa. 

 

 Masalah illegal logging mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir 

dan tanah longsor, hal ini berkaitan dengan deforestasi dan degradasi lingkungan 

yang terus berlangsung tanpa henti.  

 Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menghambat proses penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan dalam 

melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi  pembalakan liar (illegal 

logging) di Provinsi Gorontalo. 

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan 

dengan mempergunakan metode berfikir deduktif. 

 Dari hasil penelitian, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menanggulangi praktek illegal logging sebagai salah satu upaya 

penanggulangan terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum yang telah 

ada, yang mana sebagai akibat dari illegal logging ini dapat menimbulkan banyak 

kerugian baik pada pemerintah, masyarakat, hutan berserta lingkungan hidup dan 

ekosistemnya, mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Sehingga 

berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi praktek illegal logging. Upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi praktek illegal logging, yaitu upaya 

pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Illegal, Logging. 
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PRAKATA 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, laporan kemajuan hasil 

penelitian ini dapat di selesaikan. Penelitian ini secara umum menguraikan tentang 

maraknya kegiatan illegal logging yang menimbulkan kekhawatiran akan semakin 

parahnya kerusakan hutan di Provinsi Gorontalo. Kerusakan hutan yang tersebar di 

masing-masing kabupaten se-Provinsi Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan 

dan illegal logging. Diprediksi luasan hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang 

bila kegiatan pembabatan hutan dan illegal loging masih terus berlangsung. Untuk 

mengatasi maraknya pembalakan liar (illegal logging) maka, jajaran aparat penegak 

hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup 

tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan telah melakukan berbagai 

upaya dalam melaksanakan penegakan hukum dalam menanggulanggi pembalakan 

liar (illegal logging). 

Kami sebagai tim peneliti menyadari, bahwa penelitian ini memiliki 

kekurangan. Oleh sebab itu, kritik, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk 

perbaikan isi penelitian ini.Semoga bermanfaat buat kita semua.Terima kasih. 

 

Gorontalo,  Agustus 2014 

 

 

 

Tim Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia sejak lahir di dunia telah berada pada suatu lingkungan hidup. 

Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan 

berbagai kebutuhan manusia. Berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
1
  

Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna 

meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula 

mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan 

kepadatan penduduk dan dari masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di 

beberapa bagian dari wilayah Negara untuk menggunakan daerah hutan yang 

seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya. 

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata 

bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial 

                                                 
1
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus 

dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan 

datang.
2
 

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada 

manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam 

yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan 

memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak 

bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang 

Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : 

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Maka penyelenggaraan 

kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan 

berkelanjutan.
3
 

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak 

dapat dipisahkan.
4
 Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi 

                                                 
2
 Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, Hukum Kehutanan di Indonesia, 2011, Rineka 

Cipta, Jakarta, Hal.3 
3
 Ibid 

4
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan 
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kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen 

sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan 

aneka fungsi hutan.Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan 

perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan 

antara lain seperti pembalakan liar ( illegal logging).   

Pembalakan liar (illegal logging) merupakan bentuk tindak kejahatan yang 

sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus 

mengenai illegal logging merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit 

diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata. 

Illegal logging menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, 

yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan 

fungsinya.
5
  

Masalah illegal logging mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir 

dan longsor, hal ini berkaitan dengan doferestasi dan degradasi lingkungan yang terus 

berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan 

kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di 

Provinsi Gorontalo kerusakan hutan yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi 

Gorontalo saat ini sudah masuk dalam taraf cukup mengkhawatirkn. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan  dan Pertambangan 

(Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1. 

                                                 
5
 Ibid  
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186. 454, 08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak 

atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah 

Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.
6
 

Luas hutan di Gorontalo ini sudah termasuk didalamnya hutan produksi seluas  

400.000 hektar, hutan konservasi seluas 196.000 hektar, dan hutan lindung seluas 

230.000 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se provinsi Gorontalo.
7
 

Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing kabupaten se provinsi 

Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan dan illegal logging. Diprediksi luasan 

hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang bila kegiatan pembabatan hutan dan 

illegal loging masih terus berlangsung. 

Kegiatan illegal logging yang makin marak tersebut menimbulkan 

kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Gorontalo dan besarnya 

kerugian yang ditanggung oleh daerah. Untuk mengatasi maraknya pembalakan liar 

(illegal Logging) maka, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun 

penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggungjawab 

terhadap pengurusan hutan, telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi 

pembalakan liar (illegal logging). 

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang baik berjalan 

                                                 
6
 Harian Gorontalo Post, Edidsi 18 Juli 2012 halm. 1 

7
 Ibid 
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di Indonesia, untuk itu perkara lingkungan perlu ditangani secara khusus oleh instansi 

pengadilan yang memahami urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Di sisi lain, Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo 

melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas 

pembalakan liar (illegal logging). Dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan sebagai 

instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang 

kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan kasus pembalakan 

liar (illegal logging).  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian ini yakni : 

a. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum 

untuk menanggulangi  praktek pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi 

Gorontalo? 

b. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum 

untuk menanggulangi  pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi 

Gorontalo?  
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam 

proses penegakan hukum untuk menanggulangi  praktek pembalakan liar 

(illegal logging) di Provinsi Gorontalo. 

b. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam melaksanakan 

penegakan hukum untuk menanggulangi  pembalakan liar (illegal logging) di 

Provinsi Gorontalo. 

 

1.4 Urgensi Penelitian 

a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan 

pembalakan liar (illegal logging) yang dapat merusak lingkungan.  

b. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para 

penegak hukum dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Umum Tentang Pengertian Hutan 

Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest 

(Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat 

dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam 

hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya 

ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan
8
. 

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada 

lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya 

tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-

tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan 

tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)
9
. 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang 

dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 

hutan, kawasan hutan, dan hasil yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan 

hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 

                                                 
8
  Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm. 40 

9
  Ibid  
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alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10

  

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu 

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan. 

2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna. 

3. Unsur lingkungan. 

4. Unsur penetapan pemerintah. 

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut 

konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan 

fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh
11

. 

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat 

penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan 

menjadi sangat kuat.  

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu: 

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau 

mengerjakan kawasan hutan. 

2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur 

perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan 

                                                 
10

 Pengertian yang sama terdapat juga dalam: (1) PP No. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 

(2) PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; (3) PP 

No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan; (4) PP No. 63 /2002 tentang Hutan Kota  
11

 Salim,  Ibid halm. 41 
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fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan 

adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan 

kegunaan hasil. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hutan  merupakan suatu 

kawasan yang biasanya ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang beraneka 

ragam.  Sehingga hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida,  dan sebagai 

tempat berlindung bagi hewan. 

 

2.2 Status Hutan 

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada 

status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan 

pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan 

statusnya dibagi dua macam yaitu:  

1. Hutan negara. 

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 

atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah: 

a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada 

masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap).  

b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan desa. 
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c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk 

memberdayakan masyarakat. 

2. Hutan hak. 

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik 

lazim di sebut hutan rakyat. 

 

2.3 Fungsi Hutan 

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan 

pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7UU Nomor 41 Tahun 1999). 

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: 

a. Hutan konservasi. 

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai 

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya. 

Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu: 

a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai 

wilayah sistem penyangga kehidupan. 

b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan 
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pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata 

berburu. 

b. Hutan lindung. 

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. 

c. Hutan produksi. 

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.
12

 

 

2.4 Usaha Pelestarian Hutan 

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia 

dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai.
13

 Negara sebagai penguasa 

sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar 

sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia 

maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya hutan wajib 

                                                 
12

 Ibid, Salim H.S, Halm. 45 
13

 Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, Pemberantasan Illegal 
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Kehutanan, Wana Aksara, Banten, 2006, halm, 30. 
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disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk 

sebesar- besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. 

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang 

merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang 

mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan 

hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu 

paru-paru kehidupan dunia.  

Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan bangsa Indonesia 

sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Artinya 

pengelolaan hutan di Indonesia harus menjamin pemeliharaan keamanan dari 

keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan Negara. Hal ini 

ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat 

manusia di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori. Arti 

penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan hidup umat manusia 

secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban bersama seluruh umat manusia di 

dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan. 

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian 

fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga 

kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat 

dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan 
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keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai 

penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber 

kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam 

kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi perusakan hutan yang cukup 

signifikan diseluruh Indonesia. Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah 

mencapai cakupan 101,73 juta hektar.
14

 Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar 

melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh 

karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber 

daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus 

dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab. 

 

2.5 Kajian Umum tentang Illegal Logging 

Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan yang ada 

tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging 

dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The 

Contemporary English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang 

atau bertentangan dengan hukum, haram.
15
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Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbiden by law, unlawdull” 

artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.
16

 “Log” dalam bahasa Inggris 

artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu 

dan membawa ke tempat gergajian. 

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo illegal logging merupakan 

penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, 

yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) 

dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan 

dalam perizinan.
17

Selain itu,  illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu 

kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak 

sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Penebagan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di 

kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal 

logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkam 

bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu 

ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak 

yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang 

berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. 
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17
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Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang 

diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003 
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2.6 Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum Dalam Usaha Pelestarian 

Hutan 

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah yang berkaitan 

dengan usaha pelestarian hutan diantaranya: Menurut pasal 47 Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan hutan dan 

kawasan hutan merupakan usaha untuk: 

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama 

serta penyakit. 

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas 

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan 

dengan pengelolaan hutan. 

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak 

Negara atas hutan, yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan 

teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil 

hutan.
18

 

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya 

kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat 

perlindungan yaitu: 
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1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, 

penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan 

yang tidak bertanggung jawab. 

2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, 

3. serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan. 

4. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin. 

5. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran. 

6. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan 

penyakit serta daya alam.
19

 

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh 

aparatur yang cakap dan terampil. Tetapi juga harus juga didukung dengan peran 

serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah 

didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan 

informasi kepada Pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk 

menerima keputusan. 

Dinas Kehutanan menegaskan yang disebut illegal logging adalah tindak 

pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-

Undang No 41 Tahun 1999 dan PP No 34 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan 

menebang atau memanen hasail hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak 

atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
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yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya 

kegiatan pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target 

volume dan sebagainya.
20

  

Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas praktek 

illegal logging dan penyelundupan kayu. Komitmen pemerintah didasarkan okeh 

pemahaman atas realita lapangan yang menunjukkan, bahwa malpraktek illegal 

logging dan penyelundupan kayu benar-benar berdampak luar biasa yang dapat 

mengancam stabilitas keamanan yang  ada akhirnya akan mengancam kelangsungan 

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas illegal logging 

tersebut direlisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan illegal 

logging. 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

a. Pasal 50 Ayat (3) huruf e berbunyi: 

“Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut 

hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang 

berwenang.” 
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b. Pasal 50 Ayat (3) huruf f berbunyi: 

“Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau 

patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.” 

c. Pasal 50 Ayat (3) huruf h berbunyi: 

“Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau mrmiliki hasil hutan 

yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil 

hutan (SKSHH).” 

d. Pasal 50 Ayat (3) huruf j berbunyi: 

“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya 

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan 

di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang.” 

e. Pasal 50 Ayat (3) huruf k berbunyi: 

“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 

izin pejabat yang berwenang.” 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan. 

Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk mencegah illegal logging. 

a. Pasal 12 Ayat (1) berbunyi: 
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“Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” 

b. Pasal 12 Ayat (2) berbunyi: 

“Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama 

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah: 

1) Asal usul hasil hutan dan tampat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan 

yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;  

2) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang 

diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama 

dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan; 

3) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat 

yang sah sebagai bukti; 

4) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis; 

5) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.” 

3. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan 

Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia 

Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintah Negara 

Republik Indonesia untuk melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di 

wilayah Negara Republik Indonesia. Bagian pertama Instruksi Presiden No. 4 Tahun 

2005 ini merupakan instruksi umum, yaitu tindakan yang harus dilakukan pejabat 
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pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pelaku illegal logging. Tindakan 

yang harus dilakukan tersebut diantaranya: 

1) Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di 

kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, 

melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan 

kegiatan: 

a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang 

berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak atau izin dari pejabat 

yang berwenang. 

b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang 

diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah. 

c. Menggangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 

kayu. 

d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk menggangkut hasil hutan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. 

e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong 

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 

berwenang. 
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2) Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup 

instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara illegal di 

dalam kawasan hutan dan peredarannya.  

3) Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan 

pemberatasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan 

peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

4) Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya 

kegiatan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya. 

5) Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi 

pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan 

perdarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti 

lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk 

penyelamatan nilai ekonominya. 

Sedangkan bagian kedua, ketiga dan keempat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 

2005 merupakan instruksi khusus kepada pejabat pemerintah Negara Republik 

Indonesia tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Inpres ini untuk 

melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

 

2.7  Kajian Umum tentang Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 
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lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh 

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh 

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya 

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, 

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Menurut Lawrence  M. Friedman mengemukakan adanya komponen yang 

terkandung dalam hukum yaitu: 

1. Struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Administrasi; 

2. Substansi, yaitu berupa norma hukum baik itu peraturan keputusan dan 

sebagainya; 

3. Kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penegakan hukum atau yang dalam 

bahasa populernya disebut dengan istilah law enforcement, merupakan ujung tombak 

agar terciptaya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Soerjono Soekanto 
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mengemukakan bahwa, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup”.
21

 

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakkan hukum harus 

memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:  

1) Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, 

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. 

2) Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. 

Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan 

tidak menyamaratakan. 

3) Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan 

dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan 

disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah 

hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang..
22
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Dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan harus memperhatikan 

factor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor 

tersebut menurut Soerjono Soekanto yakni hukum itu sendiri, faktor penegak hukum 

dan faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor 

masyarakat dan kebudayaan.
23

   

Ketiga komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat 

dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan 

budaya hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (wholeness). 

Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan sistem hukum ini, demikian pula 

keberhasilan penegakan hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan 

yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH sangat tergantung pada eksistensi, 

artikulasi, “performance” dan “iner capasity” dari masing-masing komponen, namun 

demikian sangat perlu mendapat penegasan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya 

tersebut sama sekali tidak boleh ada fragmentasi dari masing-masing komponen 

dalam penegakan hukum, sehingga tercapai adanya kepastian hukum.
24

 Erat 

kaitannya dengan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab 

terhadap pengusaha hutan/pemegang HPH dalam kaitannya dengan praktik illegal 

logging, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan 

mendesak (crucial) untuk dilaksanakan, yakni reformasi dalam penegakan hukumnya 

sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kasus illegal logging. Apabila diperhatikan 
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pelaksanaan penegakan hukum dewasa ini masih jauh dari yang diharapkan, hal ini 

dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan 

hukum tersebut.  

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara 

teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 

lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap 

kasus illegal logging. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat 

penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Walter C. 

Reckless, menyatakan bahwa, penegakan hukum harus dilihat bagaimana sistem dan 

organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya 

dan bagaimana birokrasinya.
25

  

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum 

sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang 

memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana 

kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan 

kepentingan masyarakat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam 

menanggulangi  kasus illegal logging di provinsi Gorontalo, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu 

jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai 

hubungan antara fenomena yang diuji. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu 

hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum 

yang berlaku dalam masyarakat.
26

 

Dari segi yuridis penelitian ini mencoba membahas pasal-pasal tentang 

kewenangan Polisi Kehutanan dalam usaha pemberantasan illegal logging sesuai 

dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan.
27

 Sedangkan dari segi sosiologis, pemberantasan illegal logging bukanlah 

tanggung jawab suatu kalangan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

Karena tanpa adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat, maka 

praktek illegal logging akan sulit untuk dikecilkan presentasenya.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

1) Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data primer yang berarti 

data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui 

penelitian lapangan.
28

 Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh atau 

diterima langsung dari narasumber atau responden dengan cara interview yang berupa 

wawancara dan tanya jawab. Data primer ini di peroleh dengan melakukan penelitian 

di Dinas Kehutanan  dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo. 

Adapun data yang dimaksudkan di sini terdiri dari sebagai berikut : 

a. Data  Primer  

Data primer dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kehutanan, perlindungan hutan maupun pemberantasan penebangan 

kayu secara illegal. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Inpres No.4 Tahun 

2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan 

Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah 

No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya 

dengan data primer buku-buku, kliping-kliping koran, majalah, Jurnal yang berkaitan 

dengan obyek yang diteliti.  
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2) Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  dari sumber primer 

dan sumber sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan cara 

melalui wawancara  langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini Kepala Seksi Perlindungan 

dan Pengembangan Hutan Dishuttamben Provinsi Gorontalo, Polisi Hutan. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang memperjelas analisa pada data primer yang 

diperoleh di lapangan. Data sekunder ini bersumber dari literatur, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, buku, dan catatan-catatan 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi 

dokumen yaitu dengan cara mempelajari data melalui buku, laporan hasil penelitian, 

terutama lebih khusus lagi tentang efektivitas penegakan hukum dalam 

menanggulangi  kasus illegal logging di Provinsi Gorontalo. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan sebagai berikut:  

a. Kuesioner yaitu cara untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian 

dengan menggunakan alat yang berupa daftar pertanyaan yang di susun dalam 
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bentuk kombinasi secara terbuka. Penyusunan daftar pertanyaan secara terbuka 

ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada responden untuk 

memberikan jawaban tanpa terikat pada pilihan jawaban yang tersedia. 

Penggunaan kuesioner ini dimaksudkan agar dalam meminta informasi dengan 

responden menjadi lebih terarah, sehingga dapat diperoleh hasil sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan 

alat yang berupa pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber.  

3.5 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah keseluruhan 

dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.
29

 

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknis Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu pemilihan 

sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria dan 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perlindungan 

dan Pengembangan Hutan Dishuttamben Provinsi Gorontalo, Pihak Kepolisian, Polisi 

Hutan, dan Hakim. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan 

substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok 

permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif. Sedangkan data 

primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok 

permasalahan. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan 

kesimpulan sesuai  dengan permasalahan  dan tujuan penelitian serta dipresentasikan 

dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan  apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari hasil  tersebut kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini.  

3.7 Alir Penelitian 

 

Rapat Tim 

Rapat Tim 

Pengambilan Data Awal 

Draft Pembuatan Proposal 

Hasil Akhir Proposal 

Luarannya : 

a. Laporan Akhir 

b. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal 

yang mempunyai ISSN atau jurnal  

nasional yang terakreditasi 

c. Makalah Seminar 

d. Buku ajar yang dapat digunakan untuk 

mahasiswa 

Indikator Capaian 

a. Struktur 

b. Substansi 

c. Kultur 

a. Kepastian 

b. Keadilan 

c. Kemanfaatan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum 

Untuk Menanggulangi  Praktek Pembalakan Liar (illegal logging) di 

Provinsi Gorontalo 

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, 

diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama 

manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan 

antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan 

terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena Negara 

Indonesia adalah negara hukum.
30

 Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang 

menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.  

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum 

terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan 

dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang 

tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran 

selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:  

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;  

2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; 

                                                 
30

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 



32 

 

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga 

Negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum.
31

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku secara normal, tetapi 

juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang 

sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.  

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji 

karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin 

dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. 

Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparat penegak hukum) untuk 

mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka 

penegakan hukum (law enforcement) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal 

dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan 

yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.
32

 

Demikian pula dengan masalah lingkungan, persoalan lingkungan tidak hanya 

merupakan persoalan domestik semata, tetapi isu lingkungan telah menjadi persoalan 

global, hal ini terjadi karena masalah lingkungan, antara sumber atau penyebab dan 

akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi.  

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi 

globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama 
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industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai 

penyangga hidup dan kehidupan mahluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber 

daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai 

salah satu bagian komponen lingkungan hidup.
33

 Sehingga keberadaan hutan perlu 

mendapat perlindungan hukum. 

Sehubungan dengan hal tersebut negara berdasarkan kewenangan yang di 

punyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari 

perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja 

yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran 

terhadap larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau 

tindak pidana di bidang kehutanan. 

Perlunya hutan di lindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih 

menghadapi beberapa persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktek 

kolusi dan korupsi dikalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan 

pengusahaan hutan. Akibat dari perbuatan demikian adalah terjadinya eksplorasi dan 

eksploitasi hutan secara melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerusakan 

hutan.
34

 

Di Provinsi Gorontalo, kerusakan hutan  sebagian besar disebabkan oleh 

pengelolaan dan pengusahaan hutan secara illegal juga karena perbuatan para 
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perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara illegal 

dikawasan hutan. Para perambah hutan melakukan pembukaan lahan dengan 

menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul. 

Selanjutnya hutan tersebut ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Pola 

demikian dilakukan secara terus-menerus dan sering berpindah-pindah sehingga 

menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas.
35

 

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan pembalakan liar (illegal 

logging) dikawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. 

Pembalakan liar (illegal logging) tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan 

alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. 

Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan 

hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, 

sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-

wenang.
36

 

Dengan berkembangnya kasus pembalakan liar, maka akibat yang 

ditimbulkan dari pembalakan liar (illegal logging) ini sangatlah besar, karena 

perbuatan tersebut tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga 

menimbulkan kerusakan hutan secara global. Selain itu, pembalakan liar (illegal 

logging) berdampak pada kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan 

hutan, erosi tanah dan timbulnya banjir. 
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Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus illegal 

logging yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya 

hukum yang ada dalam menangani kasus illegal logging terjadi di Provinsi Gorontalo. 

Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging)  

mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:  

1) Hambatan Yuridis 

Dalam kasus pembalakan liar (illegal logging) sangat merugikan masyarakat 

sekitar, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena  pembalakan liar 

yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitasi dan 

reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga 

mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. 

Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor 

penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi  praktek 

pembalakan liar (illegal logging) adalah semangat dan mental  aparat penegak hukum 

itu sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental 

aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. 

Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun jika semangat dan 

mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan 

berjalan dengan baik atau sulit untuk ditegakkan.
37
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2) Faktor geografis. 

Kawasan hutan yang ada di provinsi Gorontalo sebagian besar terletak di 

daerah pegunungan. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam 

menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan, dalam hal ini 

memberantas aksi pembalakan liar (illegal logging). Aparat juga harus benar-benar 

menguasai medan karena dihadapkan dengan kenyataan alam yang penuh dengan 

jurang yang terjal dan rimbun semak yang tak jarang memerlukan tenaga ekstra untuk 

dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan harapan dan target yang telah di 

tentukan.
38

 

3) Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum  

Dalam  memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana 

yang diterapkan terhadap para pelaku pembalakan liar (illegal logging) harus 

dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap 

pembalakan liar (illegal logging) tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri 

secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan 

penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, 

pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan 

praktek pembalakan liar (illegal logging) belum membuahkan hasil secara optimal.
39
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4) Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum 

Dalam memberantas praktek pembalakan liar (illegal logging), faktor 

kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar 

(illegal logging) melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan 

efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang 

dihadapi Polisi Kehutanan di Provinsi Gorontalo terkait dengan sarana dan prasarana 

adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak 

tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang 

bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan.
40

 Sedangkan fasilitas 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku pembalakan liar (illegal logging) 

lebih canggih di bandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para 

penegak hukum, terutama daerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas 

dan rawan pembalakan liar. Seharusnya satu orang polisi kehutanan mengawasi 25 

hektare, namun jumlah personil polisi hutan hanya berjumlah 14 orang.
41

 Kondisi 

seperti inilah menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hokum di Provinsi 

Gorontalo.  

5) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum 

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan 

dalam penegakan pembalakan liar (illegal logging). Dalam hal proses peradilan mulai 

dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, 
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proses hukum yang panjang dan sarana /prasarana yang memadai serta membutuhakn 

keahlian khusus dalam penanganan pembalakan liar (illegal logging). Dalam satu 

instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu 

diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam 

upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging). Mengingat 

pembalakan liar (illegal logging). Merupakan kejahatan yang terorganisisr yang 

memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga proses pengolahan 

sampai pada ekspor hasil kayu illegal tersebut.
42

 

6) Sanksi pidana masih sempit 

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999  belum diatur tentang pembalakan 

liar (illegal logging).
43

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 

1999 (Pasal 78) jo pasal 42, 43 dan 44 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 

tentang perlindungan hutan, yang memiliki sanksi pidana denda paling berat jika 

dibanding undang-undang lain ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada 

pelaku kejahatan dibidang kehutanan termasuk illegal logging. Rumusan sanksi 

dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi minimum sehingga 

seringkali pidana yang dijatuhkan tidak member efek jera kepada pelaku. Selain itu, 

sanksi hukum pidana terhadap praktek illegal logging masih belum maksimal 
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sehingga tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek illegal 

logging ini. 

7) Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten. 

Penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar (illegal logging) 

merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu : polisi, Polisi Kehutanan dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan 

hukum kehutanan di Provinsi Gorontalo tidak dapat berjalan secara maksimal adalah 

adanya masyarakat yang belum paham terhadap aturan-aturan yang berlaku, selain itu 

faktor keseriusan dan kepedulian petugas sangat diperlukan dalam memberantas 

kasus pembalakan liar.
44

 

8) Hambatan dalam Proses Penyitaan 

Dalam proses penyitaan barang bukti pembalakan liar (illegal logging) tidak 

sama dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam kasus pembalakan liar barang 

bukti kayu hasil illegal logging memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri 

bagi aparat penegak hukum, misalnya persoalan prosedur dalam sistem pengukuran, 

sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula 

dalam hal proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya harus diatur tersendiri 

dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana 

pada umumnya.
45
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9) Faktor masyarakat. 

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di Provinsi 

Gorontalo, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok 

yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menjadi salah satu hambatan dalam 

menanggulangi praktek pembalakan liar (illegal logging). Hal ini disebabkan 

penduduk yang ada disekitar hutan dalam melakukan praktek illegal logging sering 

berpindah-pindah dan praktek illegal logging merupakan salah satu mata pencaharian 

bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.  

Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang melakukan 

praktek pembalakan liar (illegal logging) sangat berdampak pada meningkatnya laju 

kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa 

pentingnya menjaga hutan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan 

minimnya lapangan kerja, menyebabkan praktek pembalakan liar (illegal logging) 

sangat sulit di berantas.
46

  

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal 

logging di provinsi Gorontalo ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik 

antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan 

tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang 

berkaitan dengan kasus illegal logging. 
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4.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum 

Untuk Menanggulangi  Pembalakan Liar (illegal logging) di Provinsi 

Gorontalo  

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dijaga 

kelestariannya, hal ini sejalan dengan landasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 yang berbunyi “Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi 

hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian 

meluas. Melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum 

dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk 

pembalakan liar (illegal logging).  

Praktek illegal logging (pembalakan liar) dan eksploitasi hutan yang tidak 

mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang 

tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo kerusakan hutan 

semakin meningkat. 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan  dan Pertambangan 

(Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1. 

186. 454, 08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak 
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atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah 

Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.
47

  

Dengan adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan 

tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan 

hutan yang rusak akibat pembalakan liar (illegal logging). Hal ini disebabkan praktek 

pembalakan liar (illegal logging) semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan 

kerusakan hutan semakin meningkat. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memperbaiki kembali kawasan 

hutannya yang telah mengalami deforestrasi dan degradasi yang cukup banyak. 

Mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat 

pembalakan liar, tentunya Pemerintah Daerah bersama unsur-unsur yang terkait  perlu 

melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi saat ini. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka aparat kepolisian yang dalam hal ini 

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Gorontalo, selaku 

institusi yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam rangka ikut mendukung upaya Pemerintah Daerah 

untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar 

(illegal logging).  

Upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (illegal logging) dapat 

dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan 
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(represif). Untuk menanggulangi praktek pembalakan liar yang terjadi di Provinsi 

Gorontalo terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni : 

a. Pendekatan yang bersifat preventif. 

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang 

sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, 

namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera 

dilaksanakan.
48

 Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui: 

1) Pendekatan kepada masyarakat 

Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan provinsi Gorontalo dengan 

cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak 

praktek illegal logging (pembalakan liar).
49

 Hal ini dilakukan karena 

masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari 

praktek illegal logging (pembalakan liar). Dengan adanya upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di 

sekitar kawasan huta. Meningat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia. 

2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat  

Salah satu upaya  yang dilakukan Polisi Kehutanan Provinsi Gorontalo yaitu, 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk 

menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa 

saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.Mengingat dampak yang 

                                                 
48
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ditimbulkan akbitan pembalakan liar sangat luas.
50

 Tujuannya agar supaya 

masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian 

hutan tanpa merusaknya. 

3) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul 

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal 

logging, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan 

namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya 

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi praktek illegal logging 

yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan secara berkelanjutan 

untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku illegal 

logging.
51

 

4) Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan 

sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa 

memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih 

bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. 

 

b. Tindakan represif 

 Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek illegal logging 

(pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan 
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hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar 

antara lain: 

1) Melakukan Operasi 

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir 

praktek illegal logging adalah memperketat patroli kehutanan dengan 

menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan.
52

 Patroli tersebut 

dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen 

yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh 

Polisi Kehutanan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum 

lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan 

tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin 

tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan.Dengan 

adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh Polisi 

Kehutanan bisa mengurangi praktek pembalakan liar yang terjadi saat ini. 

2) Membentuk petugas pengamanan hutan 

Mengingat kasus pembalakan liar (illegal logging) yang makin meningkat, 

maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan 

hutan yang rawan akan praktek pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar 

aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat praktek 

illegal logging yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab. 
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3) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar  

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan 

tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk 

hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsure terkait melakukan koordinasi  antara 

masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), dan Hakim. 

Dengan adanya koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini 

harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku pembalakan liar (illegal 

logging). 

Relevan dengan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan 

hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di provinsi 

Gorontalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan : 

a) Penegakan hukum dalam menanggulangi praktek illegal logging sebagai salah 

satu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana illegal logging 

berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari illegal 

logging ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, hutan 

berserta lingkungan hidup dan ekosistemnya, masyarakat juga segala 

kehidupan yang mulai langka baik flora maupun faunanya. Sehingga dalam 

menanggulangi praktek illegal logging mengalami hambatan dalam proses 

penegakan hukum.  

b) Upaya Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui dua 

pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (preventif), dan upaya 

penanggulangan (represif). 

 

5.2 Saran 

a) Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam 

pemberantasan illegal logging (pembalakan liar) dengan memberikan 

masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus illegal 

logging (pembalakan liar). 

b) Memberikan penegasan batas yang jelas terhadap semua jenis hutan. 
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c) Memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha HPH yang melanggar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu dengan 

membekukan izin HPH. 
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